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KATA PENGANTAR 
 

 

Segala puji dan syukur hanya milik Allah 

SWT, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-

Nya semata, sehingga Laporan Kinerja Sekretariat 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 

Gresik Tahun Anggaran 2020 ini dapat 

diselesaikan. 

 Penyusunan Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 

2020 ini disusun sebagai bentuk/media 

pertanggungjawaban Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 

Gresik dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan tata kerjanya serta sebagai 

parameter dalam mengukur tingkat keberhasilan dan kegagalan kinerja 

pelaksanaan program dan kegiatan  Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kabupaten Gresik selama Tahun Anggaran 2020. 

Materi Laporan antara lain menguraikan tentang program dan 

kegiatan yang diselenggarakan serta sasaran yang telah dicapai oleh 

Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik, juga dimuat inventarisasi kendala dan 

permasalahan yang dihadapi serta alternatif penyelesaian masalah berikut 

tindak lanjut yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik. 

Dengan berakhirnya pelaksanaan Tahun Anggaran 2020 berarti 

Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik telah menyelesaikan kegiatannya 

dikaitkan dengan implementasi dari Rencana Strategis 2016 – 2021 yang telah 

digunakan sebagai acuan bagi pelaksanaan kegiatan Sekretariat DPRD 

Kabupaten Gresik dalam upaya mencapai tujuan dan sasarannya. Selama 

tahun 2020, sejumlah capaian kinerja yang ditargetkan dalam rencana strategis 

telah berhasil dicapai. Capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik 

untuk tahun 2020 ini kemudian dituangkan ke dalam Laporan Kinerja 

Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik Tahun 2020. Sebagai bentuk 

implementasi prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas, penyampaian 
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informasi kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja kami 

kepada para stakeholders kami. 

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 

Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik Tahun 2020 ini, kami  menyampaikan 

terima  kasih  dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh Kepala 

Bagian di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik dan semua pihak 

baik yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu hingga 

tersusunnya laporan ini.  

Akhir kata, kami berharap agar Laporan Kinerja ini dapat menjadi 

media pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja bagi seluruh 

anggota organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik. 

 

Gresik, 25 Januari 2021 

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN GRESIK 

 

 

Drs. DARMAWAN, M.Si 
Pembina Utama Muda 

NIP. 19670803 198809 1 003 
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RINGKASAN EKSEKUTIF 
Salah satu azas dalam penerapan tata kepemerintahan yang baik 

adalah akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban dari 

amanah atau mandat yang melekat pada suatu lembaga. Dengan landasan 

pemikiran tersebut, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat 

DPRD Kabupaten Gresik Tahun 2020 ini disusun. LKjIP ini menyajikan capaian 

kinerja dari Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik selama Tahun 2020 yang 

merupakan amanah yang diemban oleh organisasi. Selain itu LKjIP juga 

merupakan suatu kebutuhan dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja 

dalam rangka peningkatan kinerja organisasi secara menyeluruh.  

Melalui LKjIP, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Gresik berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan 

keberhasilan/kegagalan serta untuk menilai kinerja pejabat dalam pelaksanaan 

tujuan dan sasaran Organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam 

Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 

Gresik Tahun 2016 – 2021, yang tertuang dalam Peraturan Sekretaris Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik Nomor 114 Tahun 2020 tentang 

Review Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Gresik Tahun 2016 – 2021, yang merupakan pedoman dalam 

melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi selama tahun 2016 – 2021. 

Analisis akuntabilitas kinerja dilakukan dalam 1 (satu) sasaran, 

dimana untuk mencapai sasaran tersebut ditetapkan sebanyak 2 (dua) indikator 

kinerja sasaran, dengan didukung 7 (tujuh) program dan 43 (empat puluh tiga) 

kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2020. Pelaksanaan program dan 

kegiatan dalam mendukung pencapaian sasaran-sasaran tersebut, secara 

umum dapat dikatakan berhasil dengan sangat baik dengan capaian indikator 

kinerja sasaran pada tahun 2020, yaitu; 3 (tiga) sasaran dicapai dengan 

kategori memuaskan.  

Keberhasilan capaian indikator kinerja sasaran tersebut di atas tidak 

terlepas dari dukungan dana. Untuk mendukung pelaksanaan pencapaian 

target indikator kinerja sasaran, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Gresik Tahun 2020 mengalokasikan anggaran sebesar                     

Rp. 98.010.412.000,00 yang telah direalisasi sebesar Rp. 83.236.987.294,20 

atau 84,93 %. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi 

dan Nepostime, disebutkan bahwa salah satu asas umum 

penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas. Asas akuntabilitas 

adalah asas yang menentukan bahwa setiap hasil akhir dari kegiatan 

penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada 

masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

Dalam kerangka pembangunan good governance, kebijakan 

umum pemerintah adalah ingin menjalankan pemerintahan yang 

berorientasi pada hasil (result oriented government). Orientasi pada 

input, terutama uang seperti yang selama ini dijalankan, hendaknya 

ditinggalkan. Pemerintahan yang berorientasi pada hasil pertama-tama 

akan fokus pada kemaslahatan bagi masyarakat, berupa upaya untuk 

menghasilkan output dan outcome yang sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat. Output merupakan hasil langsung dari program-program 

atau kegiatan yang dijalankan pemerintah dan dapat berwujud sarana, 

barang dan jasa pelayanan kepada masyarakat, sedangkan outcome 

adalah berfungsinya sarana, barang dan jasa tersebut sehingga 

memberi manfaat bagi masyarakat. Output dan outcome inilah yang 

selayaknya dipandang sebagai kinerja, bukan kemampuan menyerap 

anggaran seperti persepsi yang ada selama ini. Namun demikian uang 

tetap merupakan faktor penting untuk mencapai kinerja tertentu berupa 

baik output maupun outcome. 

Sehubungan dengan itu maka sistem akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah yang telah dibangun dalam rangka mewujudkan good 

governance dan sekaligus result oriented government, perlu terus 

dikembangkan dan informasi kinerjanya diintegrasikan ke dalam sistem 
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penganggaran dan pelaporan sesuai dengan amanat Undang-undang 

Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang 

Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta berbagai 

peraturan perundangan di bawahnya. Dengan demikian ke depan 

anggaran negara baik pusat maupun daerah menjadi anggaran berbasis 

kinerja, yaitu anggaran yang dihitung dan disusun berdasarkan 

perencanaan kinerja atau dengan kata lain dihitung dan disusun 

berdasarkan kebutuhan untuk menghasilkan output dan outcome yang 

diinginkan masyarakat. Dengan anggaran berbasis kinerja ini akan dapat 

dilakukan penelusuran alokasi anggaran ke kinerja yang direncanakan 

dan pada setiap akhir tahun anggaran juga dapat dilakukan penelusuran 

realisasi anggaran dengan capaian kinerjanya. Hal ini akan 

memudahkan evaluasi untuk mengetahui cost efficiency dan cost 

effectiveness anggaran instansi bersangkutan, sekaligus memudahkan 

pencegahan dan deteksi kebocoran anggaran. Sehubungan dengan hal 

tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem 

pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate, sehingga 

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung 

secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bebas dari korupsi, 

kolusi dan nepotisme dalam rangka mewujudkan aspirasi masyarakat 

dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara. Wujud 

akuntabiltas pemerintah yang selama ini digunakan adalah Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang ditetapkan 

dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 

dan teknis penyusunannya diterapkan dalam Keputusan Kepala 

Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang 

Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah, yang diperbaiki dengan Peraturan Menteri  

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik 

Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian 

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja 

Instansi Pemerintah. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah 
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kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan 

keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tujuan-tujuan dan sasaran 

yang telah ditetapkan dalam mencapai misi organisasi. Ruang Lingkup 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilakukan pada semua aspek 

kegiatan, umumnya meliputi aspek managerial, teknis dan keuangan. 

Keputusan Kepala LAN tersebut dimaksudkan sebagai acuan bagi 

setiap instansi pemerintah dalam menyusun Laporan Kinerja sebagai 

wujud akuntabilitas instansi pemerintah. Pedoman ini juga diharapkan 

dapat membantu penyusunan rencana strategis dan rencana kinerja 

serta pelaksanaan pengukuran kinerja sebagai bagian yang tidak 

terpisahkan dari SAKIP secara keseluruhan. Laporan Kinerja  

merupakan media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai 

kinerja instansi pemerintah dan bermanfaat untuk mendorong instansi 

pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan 

membangun secara baik dan benar (Good Governance) yang 

didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, 

kebijakan yang transparan, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan 

kepada masyarakat, menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel 

sehingga dapat beroperasi secara efektif, efisien dan responsif terhadap 

aspirasi masyarakat dan lingkungannya, menjadikan masukan dan 

umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka 

meningkatkan kinerja instansi pemerintah, serta terpeliharanya 

kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. 

 

1.2 Maksud dan Tujuan 
Maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja ini adalah 

untuk memberikan gambaran terhadap kontribusi Sekretariat Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik dalam melaksanakan 

tugas bidang urusan wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, 

Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah dan Persandian. 

Agar dalam pelaksanaan bidang urusan wajib Otonomi Daerah, 

Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat 
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Daerah dan Persandian sebagaimana tertuang dalam rincian tugas dan 

fungsi, maka faktor-faktor internal dan eksternal telah dipertimbangkan 

untuk lebih mengoptimalkan kinerja organisasi dalam mencapai tujuan 

dan sasaran kinerja yang ingin dicapai. Perubahan lingkungan strategis 

baik dari internal, regional, nasional maupun Global yang begitu dinamis 

memiliki pengaruh dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran yang 

telah ditetapkan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Gresik.  Faktor-faktor memanfaatkan kekuatan (Strenght) 

dan mengatasi kelemahan (Weakness) dan dari faktor internal agar 

dapat memanfaatkan peluang (Opportunity) dan dapat mengatasi 

ancaman (Threat) yang mungkin terjadi. Dengan demikian Sekretariat 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik dalam 

melaksanakan kewenangan dan mengoptimalkan potensi di bidang 

urusan wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi 

Keuangan Daerah, Perangkat Daerah dan Persandian dalam rangka 

mencapai kinerja sesuai target yang direncanakan. 

Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Kabupaten Gresik ini dimaksudkan sebagai wujud 

pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 

2020. 

Adapun tujuannya adalah: 

a. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, 

pelaporan dan evaluasi kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Kabupaten Gresik selama Tahun Anggaran 2020; 

b.  Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Sekretariat Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik pada Tahun 2020, 

untuk kemudian diharapkan dapat diperoleh masukan dalam 

rangka memperbaiki kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Kabupaten Gresik di masa yang akan datang; 

c.  Untuk mendorong penerapan SAKIP di jajaran Sekretariat Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik sehingga 
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terciptanya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai 

salah satu prasyarat terciptanya pemerintahan yang baik dan 

terpercaya. 
 

1.3 Pola Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah Tahun 2020 dan Hubungan dengan Dokumen 
Perencanaan Kinerja SKPD 

Sebagai media pertanggungjawaban publik atas pelaksanaan 

Program dan Kegiatan pada Tahun 2020 sebagaimana tertuang dalam 

Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Gresik sesuai  amanat dalam Program Jangka Menengah 

Daerah Pemerintah Kabupaten Gresik maka ruang lingkup penyusunan 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun di batasi 

ruang lingkup pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan 

pada Tahun Anggaran 2020. 

Pola penyusunan yang digunakan untuk dapatnya menyusun 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik dilakukan melalui 

beberapa langkah sebagai berikut: 

1. Tahap Pengumpulan Data, mengumpulkan Data Kinerja sesuai 

bidang urusan wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, 

Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah dan 

Persandian; 

2. Tahap Penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja, 

inventarisasi sasaran dengan indikator kinerja yang disesuaikan 

dengan target kinerja yang tertuang dalam Rencana Strategis 

(Renstra), selanjutnya disusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 

Tahun 2020 sebagai bentuk Komitmen Kinerja yang dituangkan 

dalam Perjanjian Kinerja (PK) dan Komitmen Kinerja sebagai 

dasar pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2020; 

3. Tahap Pengukuran Capaian Kinerja, perencanaan kinerja yang 

tertuang dalam Pernyataan Kinerja berdasarkan Rencana Kinerja 
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Tahunan (RKT) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Gresik Tahun 2020 selanjutnya dilakukan pengukuran 

kinerja. Dalam pengukuran capaian kinerja sesuai dengan target 

yang direncanakan selanjutnya membandingkan dengan capaian 

kinerja Tahun 2020. 

4. Akuntabilitas Kinerja, dengan didukung data – data kinerja yang 

diperoleh dari pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2020, 

selanjutnya dilakukan analisa yang merupakan isi pokok dalam 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah  Sekretariat Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik serta hasil analisa 

ini dijadikan dasar dan pertimbangan dalam pelaksanaan kinerja 

tahun mendatang. 

Laporan Kinerja merupakan laporan hasil kinerja suatu organisasi 

yang diketahui dengan membandingkan realisasi indikator kinerja 

sasaran dengan target indikator kinerja sasaran dalam Rencana 

Strategis organisasi. Sehingga dapat dikatakan bahwa Laporan Kinerja 

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 

2020 merupakan laporan capaian kinerja untuk mencapai target 

indikator kinerja yang telah ditentukan dalam Rencana Strategis 

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 

2016 – 2021.    

 
1.4 Gambaran Umum Organisasi 

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik 

dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 

2016  tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik. 

Sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik, 

sebagaimana termuat dalam Peraturan Bupati Gresik Peraturan Bupati 

Gresik Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 

Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kabupaten Gresik, maka Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kabupaten Gresik mempunyai tugas untuk:   
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“Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, 
mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta 
menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan 
oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya“. 

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat DPRD 

mempunyai fungsi : 

a.  Pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan administrasi 

kesekretariatan DPRD; 

b.  Pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan administrasi 

keuangan DPRD; 

c.  Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan 

d.  Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan 

oleh DPRD. 

Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang mana 

secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab 

kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab 

kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Struktur kelembagaan atau 

organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 

Gresik sebagaimana tertera dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik 

Nomor 12 Tahun 2016  tentang Pembentukan Perangkat Daerah 

Kabupaten Gresik, terdiri dari  : 

1. Sekretaris DPRD; 

2. Bagian Keuangan, terdiri dari: 

a. Sub Bagian Program dan Anggaran; 

b. Sub Bagian Perbendaharaan dan Pelaporan;  

3. Bagian Umum, terdiri dari:  

a. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian; 

b. Sub Bagian Perlengkapan, Rumah Tangga dan Aset; 

4.  Bagian Risalah dan Perundang-undangan, terdiri dari: 

a. Sub Bagian Perundang-undangan;  

b. Sub Bagian Risalah dan Persidangan;  
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c. Sub Bagian Alat Kelengkapan DPRD; 

5. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol, terdiri dari:     

a. Sub Bagian Informasi Kehumasan dan Protokol; 

b. Sub Bagian Dokumentasi, Perpustakaan dan Pengaduan;   

6. Kelompok Jabatan Fungsional. 
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Gambar 1.1 Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik

 

Drs. Darmawan, M.si

SEKRETARIS DPRD

Endoong 
Wahyukuntjoro, SE, MM

KABAG KEUANGAN

Kasubag Program & 
Anggaran

Drs. Anang Yohansyah, 
M.Si

Kasubbag Perbendaharaan & 
Pelaporan

Musnadi, S.Pi, MM

KABAG UMUM

Kasubbag TU & 
Kepegawaian

Kasubbag Perlengkapan, 
Rumah Tangga & Aset

Sutarmo, SH, MH

KABAG RISALAH & PERUNDANG-
UNDANGAN

M. Rum. Pramudya, SH

Kasubbag Perundang - Undangan

Agus Hadi Prasetyo

Kasubbag Risalah &Persidangan

Liveria Hestuningtyas, SH

Kasubbag Alat Kelengkapan DPRD

Drs. M Hari Syawaludin, MM

KABAG HUMAS & PROTOKOL

Setijo Hermawan, SH

Kasubbag Informasi Kehumasan & 
Protokol

Jhonis Wahyu Basuki, 
S.Sos

Kasubbag Dokumentasi, 
Perpustakaan  & Pengaduan
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Sebagaimana gambaran struktur organisasi (Organization Chart) 

Satuan Unit Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Gresik di atas, bahwa unsur pimpinan membawahi ; 

1. Bagian Keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan 

koordinasi dan pengkoordinasian dalam mendukung DPRD 

dibidang pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi 

perbendaharaan, verifikasi dan laporan pertanggungjawaban 

administrasi keuangan 

2. Bagian Umum yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi 

dan pengkoordinasian pelayanan administrasi umum dan 

kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga.  

3. Bagian Risalah dan Perundang-undangan yang mempunyai 

tugas melaksanakan koordinasi dan pengkoordinasian pelayanan 

dukungan DPRD dalam pelaksanaan persidangan, perundang-

undangan dan alat kelengkapan DPRD.  

4. Bagian Hubungan Masyarakat dan Perundang-Undangan 
yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan 

pengkoordinasian pelaksanaan hubungan kemasyarakatan dan 

dokumentasi, perpustakaandan pengelolaan pengaduan 

masyarakat.  

4.  Kelompok Jabatan Fungsional, yang mempunyai tugas 

melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah sesuai dengan keahlian dan/atau ketrampilan 

tertentu serta bersifat mandiri. 

Secara operasional, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kabupaten Gresik didukung sumber daya manusia sebanyak 37  

(tiga puluh tujuh) orang yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil 

(PNS). Secara rinci data aparatur/pegawai Sekretariat Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik berdasarkan pendidikan 

dan golongan dapat dilihat pada tabel berikut : 
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Tabel 1.1. 

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik  
 

No. 
Uraian Pendidikan 

Jml 
Pangkat/ Golongan SD SMP SMA D3 S1 S2 

1. Juru Muda (I/a) - - - - - - - 

 Juru Muda Tingkat I (I/b) - - - - - - - 

 Juru (I/c) - - - - - - - 

 Juru Tingkat I (I/d) 1 - 1 - - - 2 

2. Pengatur Muda (II/a) - - - - - - - 

 
Pengatur Muda Tingkat I 

(II/b) 

- 1 - - - - 1 

 Pengatur (II/c)  - - 6 - - - 6 

 Pengatur Tingkat I (II/d)  - - 4 - - - 4 

3. Penata Muda (III/a) - - - - 9 - 9 

 Penata Muda Tingkat I (III/b) - - - - - - - 

 Penata (III/c) - - - - 4 - 4 

 Penata Tingkat I (III/d) - - 1 - 4 - 5 

4. Pembina (IV/a) - - - - - 1 1 

 Pembina Tingkat I (IV/b) - - - - - 4 4 

 Pembina Utama Muda (IV/c) - - - - - 1 1 

 
Pembina Utama Madya 

(IV/d) 

- - - - - - - 

 Pembina Utama (IV/e) - - - - - - - 

 JUMLAH 1 1 12 - 17 6 37 

 

Dalam bentuk grafik, jumlah Pegawai Negeri Sipil Sekretariat 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik berdasarkan 

pendidikan dan golongan dapat dilihat sebagai berikut : 
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Gambar 1.2 Grafik Jumlah PNS Sekretariat DPRD 
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Sedangkan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Sekretariat 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik adalah sebagai 

berikut: 
 

Tabel 1.2. 
Jumlah Sarana dan Prasarana Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten Gresik sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 

No. 
Sarana dan Prasarana 

Yang Digunakan 
Jumlah 

1. Ruang Kerja 28 

2. Meja/Kursi Kerja 189 

3. Komputer  22 

4. Kendaraan Operasional Roda 4 17 

5. Kendaraan Operasional Roda 2 10 

 

1.5 Sistematika Penyusunan 
Sistematika penulisan Laporan Kinerja Sekretariat Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik Tahun   Anggaran 2020 ini 

disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang 

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara 

Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut : 
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BAB II 
PERENCANAAN KINERJA 

 
Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses 

penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur 

pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya 

yang ada. Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah 

yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (clarity of direction). Tujuan 

organisasi juga harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau 

isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan 

dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah. 

2.1 Rencana Strategis 
Rencana strategis merupakan proses yang berorientasi hasil yang 

ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai lima tahun secara sistematis dan 

berkesinambungan dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang 

ada atau mungkin timbul. 

a. Tujuan 
Penetapan tujuan dan sasaran organisasi hendaknya 

memperhatikan atau didasarkan kepada faktor-faktor kunci keberhasilan 

organisasi. Tujuan organisasi harus dapat menunjukkan kerangka prioritas 

dalam memfokuskan arah semua sasaran, program dan aktifitas pelaksanaan 

misi Kepala Daerah. Hal ini dimaksudkan agar tujuan dan sasaran dapat 

dicapai sesuai rencana. Dengan berlandaskan misi Kepala Daerah yang telah 

ditetapkan didalam RPJMD, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik untuk 

Tahun 2016 – 2021 menetapkan tujuan strategis yaitu : 

 

“Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah”. 

 

Dengan indikator sebagai berikut : 
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Tabel 2.1 
Tujuan OPD Beserta Indikator Tujuan 

Indikator Definisi 
Operasional Formulasi Base 

Line 20
16

 

20
17

 

20
18

 

20
20

 

20
20

 

20
21

 Kond
isi 

Akhir 

Persentase 
Fasilitasi 
Penyusun
an 
Peraturan 
Daerah 

Pengukuran 
terhadap 
Fasilitasi 
Penyusunan 
Peraturan 
Daerah 

Jumlah 
Penyusunan 

Peraturan Daerah 
yang Difasilitasi 

 
Jumlah 

Penyusunan 
Peraturan Daerah 

 

X 100% 36
 P

er
da

 

10
0%

 

10
0%

 

10
0%

 

10
0%

 

10
0%

 

10
0%

 

10
0%

 

 

b. Sasaran 
Sasaran adalah penjabaran dari tujuan strategis yang telah 

dirumuskan sebelumnya secara terukur dan dapat dicapai dalam kurun waktu 

tertentu. Berdasarkan tujuan strategis tersebut di atas, maka sasaran  strategis 

Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik tahun 2016 – 2021 dapat dilihat 

sebagaimana tabel berikut : 

 
Tabel 2.2 

Tujuan, Sasaran Beserta Indikator Sasaran 

TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN 

Meningkatkan 

Akuntabilitas 

Kinerja 

Pemerintahan 

Daerah 

Meningkatnya Dukungan 

Sekretariat DPRD 

Terhadap Kinerja DPRD 

Sesuai Dengan Fungsinya 

Persentase Pemenuhan 

Sarana Dan Prasarana 

Persentase Penyusunan 

Peraturan Daerah Yang 

Difasilitasi 

Persentase Fasilitasi 

Kegiatan Hubungan DPRD 

Dengan Masyarakat 

Meningkatnya 

Akuntabilitas Kinerja OPD 

Predikat Akuntabilitas 

Kinerja OPD 
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2.2 Indikator Kinerja Utama 
Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan 

tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri 

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 

Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan 

Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Nomor 

PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja 

Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. 

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari satu 

tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kabupaten 

Gresik telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah 

Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Peraturan 

Bupati Gresik Nomor : 32  Tahun 2013 Tentang Indikator Kinerja Utama 

Pemerintah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Bupati Gresik Nomor 73 Tahun 2014 Tentang Perubahan Peraturan Bupati 

Gresik Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah 

Kabupaten Gresik. 

Adapun penetapan target Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD 

Kabupaten Gresik Tahun 2020 adalah sebagai berikut : 

 

Tabel 2.3 
Indikator Kinerja Utama 

NO 
INDIKATOR 

KINERJA 
UTAMA 

FORMULASI 

1 Persentase 

Penyusunan 

Peraturan 

Daerah yang 

Difasilitasi 

𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽ℎ 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑦𝑦𝑦𝑦 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑
𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽ℎ 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃

𝑥𝑥 100 

2 Persentase 

Fasilitasi 
𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽ℎ 𝑓𝑓asilitasi kegiatan hubungan DPRD dengan masyarakat

𝐽𝐽𝑢𝑢𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚ℎ 𝑘𝑘egiatan hubungan DPRD dengan masyarakat
𝑥𝑥 100 
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Kegiatan 

Hubungan 

DPRD Dengan 

Masyarakat 

 Predikat 

Akuntabilitas 

Kinerja OPD 

Nilai AKIP dari Inspektorat Kabupaten 

Jumlah Perda yang dimaksud adalah jumlah Perda inisiatif DPRD yang telah 

ditetapkan di tahun 2020 sedangkan jumlah orang adalah sumber daya 

manusia yang terlibat dalam pembuatan Perda Inisiatif dalam hal ini adalah 

Anggota DPRD Kabupaten Gresik. 

2.3 Perjanjian Kinerja 
Tujuan umum disusunnya Perjanjian Kinerja yaitu dalam rangka 

Intensifikasi pencegahan korupsi, Peningkatan kualitas pelayanan publik, 

Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, 

transparan, dan akuntabel. Penyusunan Perjanjian Kinerja merupakan salah 

satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah yang 

termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 

Menurut petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata 

cara review instansi pemerintah yang termuat dalam PERMENPAN No. 53 

Tahun 2014, Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan 

penugasan dari Bupati/Walikota sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan 

OPD sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang 

disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian ini maka terwujudlah 

komitmen dan kesepakatan antara Bupati/Walikota sebagai pemberi amanah 

dan Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah atas kinerja terukur tertentu 

berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. 

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan 

atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang 

seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan 

demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang 
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dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud 

kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Adapun Tujuan dibuatnya Perjanjian 

Kinerja adalah sebagai berikut.  

a. Sebagai wujud nyata komitmen antara Bupati dan pimpinan OPD 

untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan 

kinerja aparatur; 

b. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja 

aparatur; 

c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan 

dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan 

dan sanksi; 

d. Sebagai dasar bagi Bupati untuk melakukan monitoring, evaluasi 

dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja pimpinan OPD; 

e. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai. 

Adapun Perjanjian Kinerja yang dilakukan antara Bupati Gresik dan 

Sekretaris DPRD Kabupaten Gresik Tahun 2020 dapat dilihat sebagaimana 

tabel berikut : 
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Tabel 2.4 

Perjanjian Kinerja Tahun 2020 Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik 

NO Sasaran  Indikator Kinerja  Satuan Target Program Anggaran 

1 Meningkatnya 
dukungan 
Sekretariat DPRD 
terhadap kinerja 
DPRD sesuai 
dengan fungsinya. 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
3 

Persentase 
Penyusunan Peraturan 
Daerah yang 
Difasilitasi. 
 
 
 
 
 
 
 
Persentase Fasilitasi 
Kegiatan Hubungan 
DPRD Dengan 
Masyarakat 
 
Predikat Akuntabilitas 
Kinerja OPD 

% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

% 
 
 
 
 

Nilai 

100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100% 
 
 
 
 

A 

1 
 
2 
 
 
3 
 
 
4 
 
 
5 
 
6 
 
 

 

Pelayanan Administrasi 
Perkantoran. 
Peningkatan Sarana 
dan Prasarana 
Aparatur. 
Peningkatan Kapasitas 
Sumber Daya Aparatur. 
Peningkatan 
Pengembangan Sistem 
Capaian Kinerja dan 
Pelaporan. 
Peningkatan Kapasitas 
Lembaga Perwakilan 
Rakyat Daerah. 
Pelaksanaan Hubungan 
DPRD Dengan 
Masyarakat. 
 

3.581.789.500 
 

4.561.813.500  

 
 

463.300.000  
 
 

586.763.900  
 
 

46.928.216.100 
 
 

8.368.328.000 
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BAB III 
AKUNTABILITAS KINERJA 

 
3.1.  Capaian Kinerja Organisasi 

Pengukuran capaian kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2020 digunakan untuk 

mengetahui keberhasilan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat 

DaerahKabupaten Gresik dalam melaksanakan program dan kegiatan 

selama 1 (satu) Tahun Anggaran.  

Dalam melakukan pengukuran capaian kinerja, Sekretariat DPRD 

Kabupaten Gresik pada tahun 2020 telah berdasarkan pada format 

Pengukuran Kinerja sebagaimana yang termuat dalam PeraturanMenteri 

Negara PendayagunaanAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI 

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian 

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviuatas Laporan Kinerja 

Instansi Pemerintahan, yaitu dengan cara membandingkan antara 

realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran 

yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD 

Kabupaten Gresik. 

Adapun tujuan dilakukannya pengukuran kinerja adalah dalam 

rangka untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran 

strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik. Capaian indikator kinerja 

sasaranSekretariat DPRDKabupaten Gresikmerupakan tingkat 

pencapaian target dari indikator kinerja sasaran yang dicapai pada 

Tahun 2020, diukur dengan membandingkan nilai indikator kinerja 

sasaran antara realisasi dengan target, yang ditampilkan dalam bentuk 

persentase (%). Hasil pengukuran kinerja sasaran Sekretariat DPRD 

Kabupaten Gresik diuraikan sebagai berikut: 
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Tabel 3.1 
Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Tahun 2020 

 

Sasaran 
Strategis 

Indikator Kinerja 
Utama 

Satuan Target Realisasi Capaian 

Peningkatan 

dukungan 

Sekretariat 

DPRD terhadap 

peran DPRD 

sesuai dengan 

fungsinya 

Persentase 

Penyusunan 

Peraturan Daerah 

yang difasilitasi 

% 100 100 100% 

Persentase 

Fasilitasi 

Kegiatan 

Hubungan DPRD 

Dengan 

Masyarakat 

% 100 100 100% 

Nilai AKIP dari 

Inspektorat 

Kabupaten Nilai A A 100% 

 

 

3.2 Evaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja 
Kinerja diartikan sebagai prestasi kerja pengemban amanat 

ataspelaksanaan tugas dan fungsinya. Oleh karena itu Sekretariat 

Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Gresik sangat 

berkepentingan menyampaikan Laporan Kinerja sebagai potret 

keinginan yang kuat dari Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat 

DaerahKabupaten Gresik dalam meningkatkan kinerja organisasi. 

Selanjutnya evaluasi dan analisiskinerja diperlukan untuk 

mengidentifikasi faktor-faktor penyebab keberhasilan dan 

ketidakberhasilan kinerja yang pada akhirnya dapat disimpulkan adanya 

masalah kinerja sebagai bahan pengambilan keputusan manajemen 
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untuk meningkatkan kinerja melalui alokasi, distribusi dan regulasi. 

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Gresik sebagai 

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang didalamnya terdapat beberapa 

Sub Pelaksana baik setingkat Bagian maupun Sub Bagian sebagai 

pelaksana program dan kegiatan maka segala pencapaian komponen 

Renstra tidak dapat dilepaskan dengan tugas dan fungsi masing-masing 

Sub Pelaksana Program dan Kegiatan sesuai dengan tingkat 

kewenangan yang diberikan.  

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja diatas dilakukan evaluasi 

dan analisis pencapaian kinerja guna memberikan informasi yang lebih 

transparan mengenai sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang 

telah ditargetkan. Hingga akhir tahun 2020 yang merupakan tahun 

kedua Renstra 2016 – 2021 Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik secara 

bertahap dan konsisten telah berupaya untuk mewujudkan tujuannya 

melalui sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran yang telah 

ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020. 
 

 
Peningkatan dukungan Sekretariat DPRD terhadap peran DPRD sesuai 
dengan fungsinya  

 

Sasaran strategis “Meningkatnya dukungan Sekretariat DPRD terhadap 
peran DPRD sesuai dengan fungsinya” dengan 3 indikator yang dijelaskan 

sebagai berikut : 

  

SASARAN  
STRATEGIS 1 
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Tabel 3.2 
Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 

No 
SASARAN 

STRATEGIS 
INDIKATOR 

KINERJA 

TARGET REALISASI 

2020 2017 2018 2020 

1. 

 

 

 

 

 

Peningkatan 

dukungan 

Sekretariat DPRD 

terhadap peran 

DPRD sesuai 

dengan fungsinya 

1. Persentase 
Pemenuhan 
Sarana Dan 
Prasarana 
 

2. Persentase 
Penyusunan 
Peraturan 
Daerah yang 
difasilitasi 
 

3. Persentase 
Fasilitasi 
Kegiatan 
Hubungan 
DPRD 
Dengan 
Masyarakat 

 

4. Nilai AKIP dari 
Inspektorat 
Kabupaten 

100% 
 
 
 
 
 

100% 
 
 
 
 

100% 
 
 
 
 
 
 
 

A 

100% 
 
 
 
 
 

100% 
 
 
 
 

100% 
 
 
 
 
 
 
 

A 

100% 
 
 
 
 
 

100% 
 
 
 
 

100% 
 
 
 
 
 
 
 

A 

100% 
 
 
 
 
 

100% 
 
 
 
 

100% 
 
 
 
 
 
 
 

A 
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Tabel 3.3 
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode Renstra 

No 
SASARAN 

STRATEGIS 
INDIKATOR 

KINERJA UTAMA 

TARGET 
AKHIR 

RENSTRA 

REALISASI 
2020 

TINGKAT 
KEMAJUAN 

1 Peningkatan 

dukungan 

Sekretariat DPRD 

terhadap peran 

DPRD sesuai 

dengan fungsinya 

1. Persentase 
Penyusunan 
Peraturan 
Daerah yang 
difasilitasi 

 

100% 100% 100% 

2. Persentase 
Fasilitasi 
Kegiatan 
Hubungan 
DPRD Dengan 
Masyarakat 

100% 100% 100% 

3. Nilai AKIP dari 

Inspektorat 

Kabupaten A A A 

 
Gambar 3.1 Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja 

 
 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Persentase Penyusunan
Peraturan Daerah yang

difasilitasi

Persentase Fasilitasi
Kegiatan Hubungan DPRD

Dengan Masyarakat

Nilai AKIP dari Inspektorat
Kabupaten

2018

2019



LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN GRESIK TAHUN 2020  
 

Akuntabilitas Kinerja 25 

 

 

1. Persentase Penyusunan Peraturan Daerah yang difasilitasi.  
Dengan target 100% dan realisasi 100% yang berarti capaiannya adalah 

100%. Nilai ini diperoleh dari perbandingan antara jumlah penyusunan Perda 

yang difasilitasi dengan seluruh kegiatan penyusunan Perda yang ada. 

Jumlah Perda yang ada dalam program pembentukan Perda Kabupaten 

Gresik tahun 2020 sebanyak 16 Perda dan semuanya terfasilitasi dengan 

baik yaitu : 

1. Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor  31 Tahun 

2011 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Berupa 

Penggunaan Rumah Susun Sederhana Sewa; 

2. Penyelenggaraan Dan Retribusi Parkir;  

3. Penyelenggaraan Dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; 

4. Jasa Konstruksi; 

5. Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang 

Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik; 

6. Perusahaan Umum Daerah Giri Tirta; 

7. Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Gresik; 

8. Perlindungan Bagi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan; 

9. Penyelenggaraan Jaringan Utilitas; 

10. Penyelenggaraan Perhubungan Darat; 

11. Pemberian Insentif Dan Pemberian Kemudahan Penanaman  Modal; 

12. Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus Dan Acquired 

Immuno Deficiency Syndrome; 

13. Fasilitasi Pencegahan Dan Penanggulangan Narkotika Dan Prekursor 

Narkotika; 

14. Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat; 

15. Kredit Lunak Bagi Usaha Mikro; dan 

16. Penanggulangan Penyakit Menular. 
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Gambar 3.2 

 

Gambar 3.3 
Rapat Paripurna Penetapan Ranperda 
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2. Persentase Fasilitasi Kegiatan Hubungan DPRD Dengan Masyarakat 

Dengan target 100% dan realisasi 100% yang berarti capaiannya adalah 
100%. Nilai ini diperoleh dari perbandingan antara jumlah fasilitasi kegiatan 
hubungan DPRD dengan masyarakat dengan seluruh kegiatan hubungan 
DPRD dengan masyarakat yang dilaksanakan oleh DPRD yang artinya tidak 
ada kegiatan yang tidak terfasilitasi oleh Sekretariat DPRD. 

3. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 

Nilai AKIP yang ingin dicapai yaitu 80,76 yang berarti termasuk kategori 
predikat “A” sesuai dengan target yang ingin dicapai sehingga capaiannya 
adalah 100%. Angka ini diperoleh dari laporan hasil evaluasi implementasi 
SAKIP tahun 2020 oleh Inspektorat Kabupaten Gresik. 
 

JUMLAH NILAI KATEGORI 

>90 – 100 

>80 – 90 

>70 – 80 

>60 – 70 

>50 – 60 

>30 – 50 

>0 – 30 

AA 

A 

BB 

B 

CC 

C 

D 

  

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran-sasaran 

strategis Sekretariat DPRD adalah : 

1. Tersedianya anggaran operasional yang cukup; 

2. Terjalinnya hubungan yang harmonis antara Sekretariat DPRD, DPRD, dan 

OPD di Kabupaten Gresik untuk saling mendukung terlaksananya program 

dan kegiatan. 

Sedangkan hambatan dalam pencapaian sasaran-sasaran strategis adalah : 

1. Terbatasnya Kualitas SDM aparatur 

2. Kurang optimalnya perencanaan anggaran 

3. Kurangnya pemahaman staf terhadap tugas dan fungsi  

4. Kurangnya political will dalam pelaksanaan tugas 

5. Kurangnya sarana dan prasarana untuk pelaksanaan tugas 
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Strategi / upaya pemecahan permasalahan pencapaian sasaran-sasaran 

strategis adalah : 

1. Memaksimalkan sarana dan prasarana pendukung yang ada 

2. Memberikan pengertian kepada Pimpinan DPRD dan Alat Kelengkapan 

DPRD untuk memperhatikan / konsisten terhadap rencana kegiatan yang 

telah dijadwalkan. 

3. Melaksanakan kegiatan yang bersifat insidentil tersebut secara maksimal, 

dan untuk perencanaan di tahun berikutnya bisa diakomodir, sehingga 

dalam melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD terbentuk sistem 

informasi dan manajemen yang baik. 

4. Pemahaman dan komitmen yang baik tentang Struktur Organisasi yang ada 

dan mengoptimalkankinerja sesuai tugasdanfungsi, namun apabila ditengah 

jalan masih terdapat fungsi-fungsi yang belum ada di Struktur Organisasi, 

maka diupayakan penambahannya ke pengambil kebijakan. 

 

3.3 Akuntabilitas Keuangan 
Keberhasilan capaian indikator kinerja, tidak terlepas dari 

dukungan dana yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Gresik, yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan 

Anggaran (DPA), yang selanjutnya diubah dalam Dokumen Pelaksanaan 

Perubahan Anggaran (DPPA) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2020.     

Analisis akuntabilitas keuangan disajikan dalam perbandingan 

antara alokasi dengan realisasi anggaran, yang ditampilkan dalam 

prosentase realisasi. Pada Tahun 2020, anggaran belanja Sekretariat 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik sebesar              

Rp. 98.010.412.000,00 yang telah direalisasi sebesar                           

Rp. 83.236.987.294,20 atau 84,93%. sehingga terdapat silpa               

Rp. 14.773.424.705,80. 
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NO URAIAN BELANJA PAGU 
REALISASI 

Rp % 

1 Belanja Tidak 

Langsung 

33.520.201.000,00 31.368.489.411,00 93,58 

2 Belanja Langsung 64.490.211.000,00 51.868.497.883,20 80,43 

TOTAL 98.010.412.000,00 83.236.987.294,20 84,93 

 

Adapun rincian anggaran dan realisasinya berdasarkan sasaran 

yang ingin dicapai Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Gresik Tahun 2020 adalah sebagai berikut : 
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Tabel 3.4 
Pencapaian Kinerja dan Anggaran 

No 
SASARAN 

STRATEGIS 
INDIKATOR 

KINERJA 

KINERJA ANGGARAN EFISIENS
I (%) 

TARGET REALISASI CAPAIAN 
(%) PAGU (Rp) REALISASI (Rp) CAPAIAN 

(%) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(6-9) 

1. 

 

 

 

 

 

Peningkatan 

dukungan 

Sekretariat DPRD 

terhadap peran 

DPRD sesuai 

dengan fungsinya 

Persentase 

Pemenuhan 

Sarana Dan 

Prasarana 
100% 100% 100% 8.606.903.000 1.135.416.783,80 85,59 13,19 

Persentase 

Penyusunan 

Peraturan 

Daerah yang 

difasilitasi 

100% 100% 100% 46.928.216.100 10.557.034.824,00 77,50 22,50 
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Persentase 
Fasilitasi 
Kegiatan 
Hubungan 
DPRD Dengan 
Masyarakat 

100% 100% 100% 8.368.328.000 803.833.440,00 90,39 9,61 

Nilai AKIP dari 

Inspektorat 

Kabupaten A A 100% 586.763.900,00 
                       

125.428.069,00 
 

78,62 21,38 

 Jumlah 100% 64.490.211.000 12.621.713.116,80 80,43% 19,57% 

 

Dari tabel diatas dapat dilihat tingkat efisiensi anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik sebesar 19,57%. 
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Tabel 3.5 
Implementasi Sasaran Dalam Program dan Kegiatan Tahun 2020 

 

NO Sasaran Indikator Kinerja Satuan Target Program Kegiatan 

1 Meningkatnya 
dukungan 
Sekretariat DPRD 
terhadap kinerja 
DPRD sesuai 
dengan 
fungsinya. 

1 
 

Persentase 
Pemenuhan Sarana 
Dan Prasarana 

% 100 1. Pelayanan Administrasi 
Perkantoran. 

1. Penyediaan Barang 
Cetakan dan 
Penggandaan. 

2. Penyediaan 
Makanan dan 
Minuman. 

3. Rapat – Rapat 
Koordinasi dan 
Konsultasi. 

4. Penyediaan Jasa 
administrasi Kantor. 

5. Penyediaan Jasa 
Operasional Kantor. 

2. Peningkatan Sarana 
dan Prasarana 
Aparatur. 

1. Pengadaan 

Peralatan/ 

Perlengkapan 

Kantor/ Rumah 

Tangga. 

2. Pemeliharaan Rutin/ 
Berkala Kantor/ 
Gedung/ Rumah 
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Tangga. 

3. Pemeliharaan 

Rutin/ Berkala 

Kendaraan 

Jabatan/Dinas/ 

Operasional. 

4. Pemeliharaan 

Rutin/Berkala 

Peralatan/Perlengk

apan 

Kantor/Rumah 

Tangga. 

5. Pengadaan 

Pakaian Beserta 

Perlengkapannya. 

 
3. Peningkatan Kapasitas 

Sumber Daya 
Aparatur. 

a. Peningkatan 
Kualitas SDM OPD. 

b. Penyediaan Medical 
Check Up DPRD. 

c. Penyusunan 
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administrasi 
Kepegawaian 
Sekretariat DPRD 
dan DPRD. 

  2 Persentase 
Penyusunan 
Peraturan Daerah 
yang Difasilitasi. 

% 100 4. Peningkatan Kapasitas 
Lembaga Perwakilan 
Rakyat Daerah. 

1. Peningkatan Peran 
dan Fungsi Badan 
Anggaran DPRD. 

2. Peningkatan Peran 
dan Fungsi Badan 
Musyawarah DPRD; 

3. Rapat – Rapat 
Paripurna. 

4. Kegiatan Reses. 
5. Koordinasi, 

Konsultasi dan 
Kunjungan Kerja 
Komisi I (Bidang 
Pemerintahan) 
DPRD. 

6. Koordinasi, 
Konsultasi dan 
Kunjungan Kerja 
Komisi II (Bidang 
Ekonomi) DPRD. 

7. Koordinasi, 
Konsultasi dan 
Kunjungan Kerja 
Komisi III (Bidang 
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Pembangunan) 
DPRD. 

8. Koordinasi, 
Konsultasi dan 
Kunjungan Kerja 
Komisi IV (Bidang 
Kesejahteraan 
Rakyat) DPRD; 

9. Peningkatan 
Kapasitas Pimpinan 
dan Anggota DPRD. 

10. Penyusunan dan 
Perumusan Ranperda 
Inisiatif DPRD. 

11. Peningkatan Peran 
dan Fungsi Badan 
Pembentukan 
Peraturan Daerah. 

12. Peningkatan Peran 
dan Fungsi Badan 
Kehormatan DPRD. 

13. Peningkatan Peran 
dan Fungsi Pimpinan 
DPRD dan Fraksi. 

14. Peningkatan Peran 
dan Fungsi Panitia 
Khusus DPRD. 

15. Penyusunan Pokok – 
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Pokok Pikiran DPRD. 

  3 Persentase Fasilitasi 
Kegiatan Hubungan 
DPRD Dengan 
Masyarakat 
 

% 100 5. Pelaksanaan 
Hubungan DPRD 
Dengan Masyarakat. 

 

1. Optimalisasi 

Pemanfaatan 

Jaringan 

Komunikasi dan 

Informasi. 

2. Fasilitasi dan 

Evaluasi 

Penanganan 

Pengaduan Unit 

Pelayanan 

Instansi 

Pemerintah. 

3. Penyebarluasan 

Informasi 

Kegiatan DPRD. 

4. Penyusunan dan 

penerbitan 
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Buletin, Profil 

DPRD, dan Liflat 

DPRD. 

5. Peningkatan 

Hubungan 

Kemitraan DPRD 

dengan 

Wartawan. 

6. Orientasi 

Kehumasan dan 

Jurnalistik. 

7. Penyediaan 

Informasi Bahan 

Bacaan dan 

Peraturan 

Perundang-

Undangan. 

8. Sosialisasi 

Peraturan 

Perundang – 
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Undangan. 

9. Protokoler 

kegiatan DPRD. 

10. Forum Fasilitasi 
DPRD dengan 
Muspida. 

  4 Predikat Akuntabilitas 
Kinerja OPD 

Nilai A 6. Peningkatan 
Pengembangan Sistem 
Capaian Kinerja dan 
Pelaporan. 

1. Penyusunan 

Laporan Capaian 

Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja 

SKPD. 

2. Penyusunan 

Laporan Keuangan. 

3. Penyusunan 

Rencana Kerja 

SKPD. 

4. Penysunan SOP 

SKPD 

 

Dari tabel diatas dapat dilihat implementasi sasaran dan indikator sasaran dalam program dan kegiatan  

Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik tahun 2020. 
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BAB IV 
PENUTUP 

 
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD 

Kabupaten Gresik Tahun 2020 ini merupakan bentuk pertanggung 

jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good 

Governance) Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik Tahun 2020 

sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. 

Secara umum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Gresik pada Tahun 2020 telah melaksanakan tugas dan 

fungsi dalam rangka penyelenggaraan administrasi kesekretariatan 

DPRD, administrasi keuangan DPRD, fasilitasi penyelenggaraan rapat – 

rapat DPRD serta penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang 

diperlukan oleh DPRD. Cerminan dari hasil pelaksanaan tugas tersebut 

secara operasional telah dapat dilihat dari pelaksanaan program dan 

kegiatan pada masing-masing Bagian dalam mencapai sasaran. 

Pencapaian sasaran yang telah ditetapkan Sekretariat DPRD Kabupaten 

Gresik pada Tahun 2020 diukur berdasarkan indikator-indikator yang 

telah ditetapkan.  

Sesuai dengan indikator kinerja sebagai penterjemahan dari 

Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Gresik Tahun 2016 – 2021, sasaran yang telah ditetapkan 

untuk dicapai pada tahun 2020 terdiri 1 (satu) sasaran. Secara umum, 

pencapaian 1 (satu) sasaran dicapai oleh Sekretariat Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Kabupaten Gresik dengan kategori Memuaskan. 

Beberapa permasalahan yang menyebabkan kinerja sasaran 

rendah yaitu : 

1. Jadwal Kegiatan sering mengalami perubahan menyesuaikan 

hasil Rapat Badan Musyawarah, sehingga kegiatan tidak dapat 

dilaksanakan dengan maksimal;  
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2. Adanya kegiatan yang bersifat insidentiil dan tidak direncanakan 

sebelumnya, sehingga mengganggu program – program yang 

lain. 

Untuk dapat mempertahankan capaian kinerja sasaran yang sudah baik 

dan memperbaiki kinerja sasaran yang masih rendah sangat diperlukan 

adanya kebersamaan berbagai pihak terkait dengan pelaksanaan tugas-

tugas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik. 

Adapun saran yang dapat disampaikan dalam rangka perbaikan kinerja 

sasaran adalah sebagai berikut: 

1. Memberikan pengertian kepada Pimpinan DPRD dan Alat 

Kelengkapan DPRD untuk memperhatikan / konsisten terhadap 

rencana kegiatan yang telah dijadwalkan; 

2. Melaksanakan kegiatan yang bersifat insidentiil tersebut secara 

maksimal, dan untuk perencanaan di tahun berikutnya bisa 

diakomodir, sehingga dalam melaksankan tugas dan fungsi 

Sekretariat DPRD terbentuk Sistem Informasi dan Manajemen 

yang baik. 

Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik 2016 – 2021 

menetapkan sebanyak 1 (satu) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja 

utama tersebut telah dilaksanakan melalui Rencana Kinerja Tahunan 

pada tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021 dan Dokumen Penetapan 

Kinerja Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021, secara efektif telah 

mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Tujuan 

Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

perencanaan Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik perlu dioptimalkan 

kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang 

mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Gresik. 

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 

Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik ini,diharapkan dapat memberikan 

gambaran Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik kepada pihak-

pihak terkait baik sebagai stakeholder ataupun pihak lain yang telah 
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mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun 

Kabupaten Gresik. 

 

 

Gresik, 25 Januari 2021 

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN GRESIK 

 

 

Drs. DARMAWAN, M.Si 
Pembina Utama Muda 

NIP. 19670803 198809 1 003 



Tujuan :

Indikator Kinerja Tujuan :

Satuan 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1

2

2016 2017 2018 2019 2020 2021
1.1 % 100 100 100 100 100 100 100 1.1 Penyediaan Barang Cetakan dan 

Penggandaan
1.2 Penyediaan Makanan dan Minuman

1.3 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik 
Daerah

1.4 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi

1.5 Penyediaan Jasa Administrasi Kantor

1.6 Penyediaan Jasa Operasional Kantor

2.1 Pengadaan Peralatan/Perlengkapan 
Kantor/Rumah Tangga

2.2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kantor/Gedung 
/Rumah Tangga

2.3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 
Jabatan/Dinas/Operasional

2.4 Pemeliharaan Rutin / Berkala 
Peralatan/Perlengkapan Kantor/Rumah 

2.5 Pengadaan Pakaian Beserta 
Perlengkapannya

1 3.1 Peningkatan Kualitas SDM SKPD

3.2 Penyediaan Medical Check Up DPRD

3.3 Penyusunan Administrasi Kepegawaian 
Sekretariat DPRD dan DPRD

4.1 Peningkatan Peran dan Fungsi Badan 
Anggaran DPRD

Peningkatan kualitas 
pelayanan dengan 
fokus pada 
pemenuhan 
administrasi 
perkantoran dan 
sarana prasarana 
prioritas pelayanan

1

Nilai
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD

Meningkatnya 
dukungan 
Sekretariat DPRD 
terhadap peran 
DPRD sesuai 
dengan fungsinya

Kebijakan

Strategi mencapai Tujuan dan Sasaran

1 Persentase 
Penyusunan 
Peraturan Daerah 
Yang Difasilitasi

AAAABBBB

Kegiatan
Program Pelayanan 
Administrasi 
Perkantoran

1

Program 
Peningkatan Sarana 
dan Prasarana 
Aparatur

2

Program 
Peningkatan 
Kapasitas Sumber 
Daya Aparatur

3

Program 
Peningkatan 
K it  L b  

  

P E M E R I N T A H   K A B U P A T E N   G R E S I K
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

FORMULIR RENCANA STRATEGIS (RS)
Tahun 2016 - 2021

Target

100

Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah

100 100 100

Program PembangunanUraian Indikator Kinerja

Predikat akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah

%

Tahun 
Dasar

Sasaran
Satuan

Meningkatnya dukungan Sekretariat DPRD 
terhadap peran DPRD sesuai dengan fungsinya 100

4

Menyediakan 
seragam dinas 
beserta 
perlengkapannya 
serta 
pengembangan 
kapasitas sumber 
daya bagi seluruh 
aparatur

Peningkatan kualitas 
Perda yang 
dit t k  d  

  
  

  
 
 

  
  

   
 

 
 
 

  
  

100



4.2 Hearing/Dialog dan Koordiansi dengan 
Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh 

4.3 Peningkatan Peran dan Fungsi Badan 
Musyawarah DPRD

4.4 Rapat - Rapat Paripurna

4.5 Kegiatan Reses

4.6 Koordinasi, Konsultasi dan Kunjungan Kerja 
Komisi I (Bidang Pemerintahan) DPRD

4.7 Koordinasi, Konsultasi dan Kunjungan Kerja 
Komisi II (Bidang Ekonomi) DPRD

4.8 Koordinasi, Konsultasi dan Kunjungan Kerja 
Komisi III (Bidang Pembangunan) DPRD

4.9 Koordinasi, Konsultasi dan Kunjungan Kerja 
Komisi IV (Bidang Kesejahteraan Rakyat) 

4.10 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan 
Anggota DPRD

4.11 Penyusunan dan Perumusan Ranperda 
Inisiatif DPRD

4.12 Peningkatan Peran dan Fungsi Badan 
Pembentukan Peraturan Daerah

4.13 Peningkatan Peran dan Fungsi Badan 
Kehormatan DPRD

4.14 Peningkatan Peran dan Fungsi Pimpinan 
DPRD dan Fraksi

4.15 Peningkatan Peran dan Fungsi Panitia 
Khusus DPRD

4.16 Penyusunan Pokok - Pokok Pikiran DPRD

1.2 % 100 100 100 100 100 100 100 1 5 5.1 Optimalisasi Pemanfaatan Jaringan 
Komunikasi dan Informasi

5.2 Fasilitasi dan Evaluasi Penanganan 
Pengaduan Unit Pelayanan Instansi 
Pemerintah

5.3 Penyebarluasan Informasi Pembangunan 
Daerah

2 5.4 Penyusunan Dan Penerbitan Buletin, Profil 
DPRD dan Liflat DPRD

5.5 Peningkatan Hubungan Kemitraan DPRD 
dengan Wartawan

5.6 Orientasi Kehumasan dan Jurnalistik

5.7 Penyediaan Informasi Bahan Bacaan dan 
Peraturan Perundang - Undangan

5.8 Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan

5.9 Protokoler Kegiatan DPRD

Persentase Fasilitasi 
Kegiatan Hubungan 
DPRD Dengan 
Masyarakat

 
 
  

  
  
 

 
 

  
 

 
 

Kapasitas Lembaga 
Perwakilan Rakyat 
Daerah

Program Fasilitasi 
Pelaksanaan 
Hubungan DPRD 
dengan Masyarakat

  
  

ditetapkan dengan 
fokus pada 
kerjasama dengan 
eksekutif serta 
penjadwalan 
pembahasan 
Raperda dan 
sinkronisasi kegiatan 
DPRDmelaksanaka
n hak inisiatif 
penyusunan 
raperda, 
penjadwalan 
pembahasan 
ranperda dan 
sinkronisasi kegiatan 
DPRD

Pengembangan 
aksesbilitas 
masyarakat dengan 
fokus pada 
pengembangan TI, 
kerjasama dengan 
media massa

Mengikutsertakan 
wartawan dalam 
kegiatan yang 
sifatnya dapat 
meningkatkan 
kapasitas aparatur 
dan DPRD



2 Meningkatnya 
Akuntabilitas Kinerja 
OPD

Predikat 
Akuntabilitas Kinerja 
OPD

Nilai cc B B BB A A AA 1 6.1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan 
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

6.2 Penyusunan Laporan Keuangan

6.3 Penyusunan Rencana Kerja SKPD

7 Program Pelayanan 
Administrasi 
Keuangan

7.1 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Pelaporan keuangan 
dan kinerja disusun 
oleh tim dari unsur 
bidang terkait dan 
apabila diperlukan 
dapat menghadirkan 
narasumber yang 
kompeten

Program 
Peningkatan 
Pengembangan 
Sistem Pelaporan 
Capaian Kinerja dan 
Keuangan

6



Tujuan : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah

Target Target
Tahun 2019 Tahun 2020

2 3 5

1

1.1 100 100 1 Bagian Umum

1.1 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Sub Bagian TU dan 
Kepegawaian

1.2 Penyediaan Makanan dan Minuman Sub Bagian TU dan 
Kepegawaian

1.3 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
Sub Bagian 

Perlengkapan, RT dan 
Aset

1.4 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Sub Bagian TU dan 
Kepegawaian

1.5 Penyediaan Jasa Administrasi Kantor Sub Bagian TU dan 
Kepegawaian

1.6 Penyediaan Jasa Operasional Kantor Sub Bagian TU dan 
Kepegawaian

2 Bagian Umum

2.1 Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga
Sub Bagian 

Perlengkapan, RT dan 
Aset

2.2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kantor/Gedung /Rumah Tangga
Sub Bagian 

Perlengkapan, RT dan 
Aset

2.3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Jabatan/Dinas/Operasional
Sub Bagian 

Perlengkapan, RT dan 
Aset

2.4 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan/Perlengkapan 
Kantor/Rumah Tangga

Sub Bagian 
Perlengkapan, RT dan 

Aset

2.5 Pengadaan Pakaian Beserta Perlengkapannya Sub Bagian TU dan 
Kepegawaian

3 Bagian Umum

1. Persentase Pemenuhan Sarana Dan Prasarana

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

P E M E R I N T A H   K A B U P A T E N   G R E S I K
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
TAHUN 2020

SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN Penanggungjawab Program dan Kegiatan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 4

Meningkatnya Dukungan Sekretariat DPRD Terhadap 
Kinerja DPRD Sesuai Dengan Fungsinya



Target Target
Tahun 2019 Tahun 2020

2 3 5

SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN Penanggungjawab Program dan Kegiatan

1 4

3.1 Peningkatan Kualitas SDM SKPD Sub Bagian TU dan 
Kepegawaian

3.2 Penyediaan Medical Check Up DPRD Sub Bagian TU dan 
Kepegawaian

3.3 Penyusunan Administrasi Kepegawaian Sekretariat DPRD dan 
DPRD

Sub Bagian TU dan 
Kepegawaian

1.2 4 Bagian Keuangan

4.1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 
SKPD

Sub Bagian Program dan 
Anggaran

4.2 Penyusunan Laporan Keuangan Sub Bagian Program dan 
Anggaran

4.3 Penyusunan Rencana Kerja SKPD Sub Bagian Program dan 
Anggaran

1.3 100% 100% 5
Bagian Persidangan 

dan Perundang-
undangan

6.1 Peningkatan Peran dan Fungsi Badan Anggaran DPRD Sub Bagian Perundang-
undangan

6.2 Hearing/Dialog dan Koordiansi dengan Pejabat Pemerintah Daerah 
dan Tokoh Masyarakat

Sub Bagian Perundang-
undangan

6.3 Peningkatan Peran dan Fungsi Badan Musyawarah DPRD Sub Bagian Alat 
Kelengkapan DPRD

6.4 Rapat - Rapat Paripurna Sub Bagian Risalah dan 
Persidangan

6.5 Kegiatan Reses Sub Bagian Risalah dan 
Persidangan

6.6 Koordinasi, Konsultasi dan Kunjungan Kerja Komisi I (Bidang 
Pemerintahan) DPRD

Sub Bagian Alat 
Kelengkapan DPRD

6.7 Koordinasi, Konsultasi dan Kunjungan Kerja Komisi II (Bidang 
Ekonomi) DPRD

Sub Bagian Alat 
Kelengkapan DPRD

6.8 Koordinasi, Konsultasi dan Kunjungan Kerja Komisi III (Bidang 
Pembangunan) DPRD

Sub Bagian Alat 
Kelengkapan DPRD

6.9 Koordinasi, Konsultasi dan Kunjungan Kerja Komisi IV (Bidang 
Kesejahteraan Rakyat) DPRD

Sub Bagian Alat 
Kelengkapan DPRD

6.10 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Sub Bagian Perundang-
undangan

6.11 Penyusunan dan Perumusan Ranperda Inisiatif DPRD Sub Bagian Perundang-
undangan

Nilai AKIP dari Inspektorat Kabupaten Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian 
Kinerja dan Keuangan

Persentase Penyusunan Peraturan Daerah yang 
Difasilitasi Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah



Target Target
Tahun 2019 Tahun 2020

2 3 5

SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN Penanggungjawab Program dan Kegiatan

1 4

6.12 Peningkatan Peran dan Fungsi Badan Pembentukan Peraturan 
Daerah

Sub Bagian Perundang-
undangan

6.13 Peningkatan Peran dan Fungsi Badan Kehormatan DPRD Sub Bagian Risalah dan 
Persidangan

6.14 Peningkatan Peran dan Fungsi Pimpinan DPRD dan Fraksi Sub Bagian Alat 
Kelengkapan DPRD

6.15 Peningkatan Peran dan Fungsi Panitia Khusus DPRD Sub Bagian Perundang-
undangan

6.16 Penyusunan Pokok - Pokok Pikiran DPRD Sub Bagian Risalah dan 
Persidangan

1.4 6
Bagian Hubungan 
Masyarakat dan 

Protokol

7.1 Optimalisasi Pemanfaatan Jaringan Komunikasi dan Informasi
Sub Bagian Dokumentasi 

Perpustakaan dan 
Pengaduan

7.2 Fasilitasi dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Unit Pelayanan 
Instansi Pemerintah

Sub Bagian Dokumentasi 
Perpustakaan dan 

Pengaduan

7.3 Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah
Sub Bagian Dokumentasi 

Perpustakaan dan 
Pengaduan

7.4 Penyusunan Dan Penerbitan Buletin, Profil DPRD dan Liflat DPRD Sub Bagian Informasi 
Kehumasan dan Protokol

7.5 Peningkatan Hubungan Kemitraan DPRD dengan Wartawan Bagian Hubungan 
Masyarakat dan Protokol

7.6 Orientasi Kehumasan dan Jurnalistik Sub Bagian Informasi 
Kehumasan dan Protokol

7.7 Penyediaan Informasi Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - 
Undangan

Sub Bagian Dokumentasi 
Perpustakaan dan 

Pengaduan

7.8 Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan Sub Bagian Informasi 
Kehumasan dan Protokol

7.9 Protokoler Kegiatan DPRD Sub Bagian Informasi 
Kehumasan dan Protokol

7.10 Forum Fasilitasi DPRD dengan Muspida Sub Bagian Informasi 
Kehumasan dan Protokol

Persentase Fasilitasi Kegiatan Hubungan DPRD 
Dengan Masyarakat Program Fasilitasi Pelaksanaan Hubungan DPRD dengan Masyarakat



TW I TW II TW III TW IV TW I TW II TW III
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 = 

11/7*100%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2 Meningkatnya akuntabilitas kinerja 
OPD

100% - - - A - - A A

   capai pada Triwulan sebelumnya

TW I TW II TW III TW IV TW I TW II TW III
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 = 9/5*100%

1 Program Pelayanan Administrasi 
Perkantoran

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100,00%

2 Program Peningkatan Sarana dan 
Prasarana Aparatur

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100,00%

3 Program Peningkatan Kapasitas  
Sumber Daya Aparatur

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100,00%

4 Program Peningkatan Pengembangan 
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 
Keuangan

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100,00%

5 Program Peningkatan Kapasitas 
Lembaga Perwakilan Daerah

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100,00%

6 Program Fasilitasi Pelaksanaan 
Hubungan DPRD dengan Masyarakat

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100,00%

TW I TW II TW III TW IV TW I TW II TW III TW IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 = 
11/7*100% 16

SEKRETARIAT DPRD
Program Pelayanan Administrasi 
Perkantoran Persentase fasilitasi 

terhadap pelaksanaan 
tupoksi perangkat daerah 

100%  -  - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 3.925.486.000

1 Penyediaan Barang Cetakan dan 
Penggandaan

Jumlah jenis barang cetakan 16 jenis  -  - 3 jenis 3 jenis 9 jenis 16 jenis 1 jenis 5 jenis 7 jenis 9 Jenis 56%            288.250.000 

2 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah makanan dan 
minuman pegawai dan tamu

168 kali  -  - 49 kali 76 kali 112 kali 168 kali 49 kali 57 kali 90 kali 180 kali 107%            385.431.000 

3 Rapat-rapat Koordinasi dan 
Konsultasi

Jumlah koordinasi dan 
konsultasi

20 kali  -  - 8 kali 8 kali 11 kali 20 kali 8 kali 15 kali 26 kali 42 kali 210%            642.725.000 

4 Penyediaan Jasa Administrasi 
Kantor

Jumlah jasa tenaga 
administrasi kantor 
(pembantu administrasi 
kantor, pengelola 
keuangan/barang/asset 
SKPD)

38 orang  -  - 50 orang 50 orang 38 orang 38 orang 38 orang 38 orang 38 orang 38 orang 100%         1.046.680.000 

Meningkatnya dukungan Sekretariat 
DPRD terhadap kinerja DPRD sesuai 
dengan fungsinya

1
Persentase Fasilitasi Kegiatan Hubungan DPRD Dengan 
Masyarakat
Predikat Akuntabilitas Kinerja OPD

Persentase hubungan DPRD dengan masyarakat yang 
difasilitasi

NO PROGRAM INDIKATOR KINERJA PROGRAM

3

Persentase fasilitasi terhadap pengembangan pelaporan 
kinerja dan keuangan 

Persentase Penyusunan Peraturan Daerah Yang 
Difasilitasi

Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas dan 
fungsi perangkat daerah 

ANGGARANAKSI/SUB 
KEGIATAN

INDIKATOR SUB 
KEGIATAN

CAPAJAN 
LJNERJA

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GRESIK

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN STRATEGIS TARGET KINERJA 
TAHUNAN

TARGET KINERJA TRIWULAN REALISASI KINERJA TRIWULAN CAPAIAN 
KINERJA

REALISASI KINERJA TRIWULAN

3

Persentase Penyusunan Peraturan Daerah Yang 

REALISASI KINERJA TRIWULAN CAPAIAN 
KINERJA

TARGET KINERJA TRIWULAN

TARGET KINERJA TRIWULAN

NO BIDANG/PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET KINERJA 
TAHUNAN

Persentase failitasi terhadap peningkatan sarana 
prasarana 
Persentase fasilitasi terhadap peningkatan kapasitas 
sumber daya aparatur

TARGET KINERJA 
TAHUNAN



5 Jumlah jasa Operasional  
Kantor (telepon, air, listrik)

3 rekening  -  - 3 rekening 3 rekening 3 rekening 3 rekening 3 rekening 3 rekening 3 rekening 3 rekening 100%         1.562.400.000 

Jumlah paket pengadaan 
barang jasa

2 paket  -  - 1 paket 1 paket 1 paket 2 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 50%

Jumlah jasa tenaga instruktur 
senam dan PAMDAL

17 orang  -  - 17 orang 17 orang 17 orang 17 orang 17 orang 17 orang 17 orang 17 orang 100%

Program Peningkatan Sarana 
dan Prasarana Aparatur

Persentase failitasi 
terhadap sarana prasarana 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 5.090.538.000

6 Pengadaan 
Peralatan/Perlengkapan 
Kantor/Rumah Tangga

Jumlah peralatan dan 
perlengkapan kantor/rumah 
tangga

24 jenis  -  - 8 jenis 10 jenis 11 jenis 24 jenis 5 jenis 10 jenis 15 jenis 19 jenis 79%         1.779.025.000 

7 Pemeliharaan Rutin/Berkala 
Kantor/Gedung/rumah Tangga

Jumlah bangunan gedung 
yang dipelihara
Perumahan Pimpinan dan
Anggota DPRD

2 unit  -  - 2 unit 2 unit 2 unit 2 unit 2 unit 2 unit 2 unit 2 unit 100%         1.699.550.000 

8 paket  -  - 6 paket 6 paket 8 paket 8 paket 6 kali 6 kali 9 paket 10 paket 125%

8 15 unit R2  -  - 15 unit 15 unit 15 unit 15 unit R2 15 unit 15 unit 11 unit 15 unit 100%            632.795.000 

15 unit R4  -  - 15 unit 15 unit 15 unit 15 unit R4 15 unit 15 unit 15 unit 15 unit 100%

9 Pemeliharaan Rutin/Berkala 
Peralatan Kantor/Rumah Tangga

Jumlah peralatan dan 
perlengkapan kantor/rumah
tangga yang dipelihara

7 jenis  -  - 4 jenis 6 jenis 7 jenis 7 jenis 4 jenis 7 jenis 10 jenis 15 Jenis 214%            411.718.000 

10 Pengadaan Pakaian Beserta 
Kelengkapannya

Jumlah pakaian dinas dan 
atribut DPRD

9 jenis  -  - 2 jenis 5 jenis 5 jenis 9 jenis 7 jenis 7 jenis 3 jenis 6 jenis 67%            567.450.000 

Program Peningkatan Kapasitas  
Sumber Daya Aparatur

Persentase fasilitasi 
terhadap kapasitas sumber 
daya aparatur

100%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 567.400.000

11 Peningkatan Kualitas SDM OPD Jumlah kegiatan pendididkan 
dan pelatihan aparatur 
Sekretariat DPRD

4 kali  -  - 2 kali 3 kali 4 kali 4 kali 2 kali 2 kali 4 kali 9 kali 225%            483.400.000 

12 Penyediaan Medical Check Up 
DPRD

Jumlah orang yang mengikuti 
medical check up

50 orang  -  - 9 orang 23 orang 36 orang 50 orang 1 orang 1 orang 2 orang 2 orang 4%              75.000.000 

13 Penyusunan Administrasi 
Kepegawaian

Jumlah administrasi 
kepegawaian DPRD dan 
Sekretariat
DPRD

6 kali  -  - 1 kali 3 kali 4 kali 6 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 17%                9.000.000 

Program Peningkatan 
Pengembangan Sistem 
Pelaporan Capaian Kinerja dan 
Keuangan

Persentase fasilitasi 
terhadap pelaporan kinerja 
dan keuangan 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 786.059.000

Penyediaan Jasa Operasional 
Kantor

Pemeliharaan Rutin/Berkala 
Kendaraan 
Jabatan/Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan jabatan 
dan kendaraan operasional 
yang dipelihara



14 Penyusunan Laporan Capaian 
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

 Jumlah dokumen laporan 
keuangan dan laporan kinerja 
OPD 

4 dokumen  -  - 3 jenis 3 jenis 3 jenis 4 dokumen 3 jenis 3 jenis 4 dokumen 4 dokumen 100%            450.000.000 

15 PenyusunanLaporan Keuangan Jumlah Dokumen Laporan 
Keuangan SKPD

6 jenis  -  - 2 jenis 4 jenis 5 jenis 6 jenis 6 jenis 6 jenis 6 jenis 8 jenis 133%              85.000.000 

16 Penyusunan Rencana Kerja SKPD Jumlah dokumen rencana 
kerja Sekretariat DPRD

2 dokumen  -  - 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 100%            201.059.000 

17 Penyusunan SOP SKPD Jumlah dokumen SOP OPD 20 SOP  -  - - - 20 SOP - - - 20 SOP 20 SOP #VALUE!
             50.000.000 

Program Peningkatan Kapasitas 
Lembaga Perwakilan Daerah

Persentase Penyusunan 
Peraturan Daerah Yang 
Difasilitasi

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 52.539.107.000

18 Peningkatan Peran dan Fungsi 
Badan Anggaran

Jumlah kegiatan KUA PPAS 
(n+1), KUPA PPAS (n),
PAPBD (n), RAPBD (n+1) 
dan laporan pertanggung

2 dokumen  -  - 1 dokumen  -  - 2 dokumen 1 dokumen 2 dokumen 5 kegiatan 9 kegiatan 5                                2.613.280.000 

19 6 kegiatan  -  - 1 kegiatan 3 kegiatan 4 kegiatan 6 kegiatan 1 kegiatan 2 kegiatan 4 kegiatan 8 kegiatan 133%         2.146.190.000 

1 dokumen  -  - - - - 1 dokumen - - - 1 dokumen 100%

20 1 dokumen  -  - - - 1 dokumen 1 dokumen - - - 1 dokumen 100%

49 kali  -  - 8 kali 15 kali 35 kali 49 kali 8 kali 14 kali 32 kali 42 kali 86%

21 2 kali  -  - - 1 kali 2 kali 2 kali - 1 kali 2 kali 3 kali 150%

2 dokumen  -  - - 1 dokumen 1 dokumen 2 dokumen - 1 dokumen 1 dokumen 3 dokumen 150%

22 31 kali KKDD  -  - 7 kali 12 kali 24 kali 31 kali KKDD 7 kali 39 kali - 39 kali 126%

27 kali KKLD  -  - 7 kali 11 kali 21 kali 27 kali KKLD 7 kali 11 kali 24 kali 34 kali 126%

1 dokumen  -  - - - - 1 dokumen - - - 1 dokumen 100%

23 30 kali KKDD  -  - 7 kali 12 kali 24 kali 30 kali KKDD 7 kali 30 kali - 30 kali 100%
25 kali KKLD  -  - 7 kali 11 kali 21 kali 25 kali KKLD 7 kali 11 kali 23 kali 33 kali 132%

1 dokumen  -  -                    -                            -                          -   1 dokumen -                 -                 -                 1 dokumen 100%
24 30 kali KKDD  -  - 7 kali 12 kali 24 kali 30 kali KKDD 7 kali 52 kali - 59 kali 197%

25 kali KKLD  -  - 7 kali 11 kali 21 kali 25 kali KKLD 7 kali 11 kali 24 kali 34 kali 136%

1 dokumen  -  - - - - 1 dokumen - - - 1  dokumen 100%

25 30 kali KKDD  -  - 7 kali 12 kali 24 kali 30 kali KKDD 4 kali 79 kali - 79 kali 263%

25 kali KKLD  -  - 7 kali 11 kali 21 kali 25 kali KKLD 7 kali 11 kali 23 kali 33 kali 132%

1 dokumen  -  - - - - 1 dokumen - - - 1 dokumen 100%

26 3 kali Pimpinan  -  - - 1 kali 3 kali 3 kali Pimpinan - 1 kali - 1 kali 33%

Peningkatan Peran dan Fungsi 
Badan Musyawarah

Jumlah kegiatan Badan 
Musyawarah dan jumlah 
dokumen laporan kegiatan 
Badan
Musyawarah

Rapat-rapat Paripurna Jumlah pelaksanaan 
kegiatan paripurna

Koordinasi Konsultasi dan 
Kunjungan Kerja Komisi IV (Bidang 
Kesejahteraan Rakyat) DPRD

Jumlah koordinasi, konsultasi 
dan kunjungan kerja komisi 
IV DPRD dan jumlah buku 
laporan kegiatan Komisi

Kegiatan Reses Jumlah pelaksanaan 
kegiatan reses dan dokumen
laporan hasil reses

Koordinasi Konsultasi dan 
Kunjungan Kerja Komisi I (Bidang 
Pemerintahan) DPRD

Jumlah koordinasi, konsultasi 
dan kunjungan kerja komisi I 
DPRD dan jumlah buku 
laporan kegiatan Komisi

Koordinasi Konsultasi dan 
Kunjungan Kerja Komisi II (Bidang 
Ekonomi) DPRD

Jumlah koordinasi, konsultasi 
dan kunjungan kerja komisi II 
DPRD dan jumlah buku 

           288.365.000 

        3.040.725.000 

        5.104.751.500 

        5.104.751.500 

        5.426.151.500 

        5.426.151.500 

        5.254.450.000 Peningkatan Kapasitas Pimpinan 
dan Anggota DPRD

JumlahJumlah Kegiatan 
Pendalaman Tugas Pimpinan 
dan Anggota DPRD

Koordinasi Konsultasi dan 
Kunjungan Kerja Komisi III (Bidang 
Pembangunan) DPRD

Jumlah koordinasi, konsultasi 
dan kunjungan kerja komisi 
III DPRD dan jumlah buku 
laporan kegiatan Komisi



6 kali Anggota  -  - 7 kali 2 kali 5 kali 6 kali Anggota 7 kali - - 10 kali 167%

27 Penyusunan dan Perumusan 
Ranperda Inisiatif DPRD

Jumlah ranperda inisiatif 
yang disusun dan dibahas

6 Perda  -  - - 4 perda 8 perda 6 Perda 1 perda 1 perda 4 perda 6 Perda 100%         6.077.730.000 

28 Peningkatan Peran dan Fungsi 
Badan Pembentukan Perda

Jumlah kegiatan badan 
pembentukan peraturan 

5 kali  -  - 3 kali 3 kali 5 kali 5 kali 3 kali 4 kali 6 kali 9 kali 180%         1.427.580.000 

29 5 kali  -  - 3 kegiatan 2 kegiatan 4 kegiatan 5 kali 3 kegiatan - 5 kegiatan 8 kegiatan 160%            807.540.000 

1 dokumen  -  - - - - 1 dokumen - - - 1 dokumen 100%

30 Peningkatan Peran dan Fungsi 
Pimpinan DPRD dan Fraksi

Jumlah pelaksanaan 
kegiatan Pimpinan DPRD 
dan dokumen laporan 

 

1 dokumen  -  - 1 dokumen - - 1 dokumen 1 dokumen - - 1 dokumen 100%         3.395.300.000 

31 8 Pansus  -  - 1 pansus 5 pansus 7 pansus 8 Pansus - 3 kali 5 kali 63%

1 dokumen  -  - 1 dokumen 5 dokumen 7 dokumen 1 dokumen - - - - #VALUE!

32 Penyusunan Pokok-pokok Pikiran 
DPRD

Jumlah dokumen pokok - 
pokok pikiran DPRD

3 dokumen  -  - 2 dokumen 1 dokumen 2 dokumen 3 dokumen 2 dokumen - - 3 dokumen 100%         1.070.675.000 

Program Fasilitasi Pelaksanaan 
Hubungan DPRD dengan 
Masyarakat

Persentase hubungan 
DPRD dengan masyarakat 
yang difasilitasi

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 7.946.378.000

33 Optimalisasi Pemanfaatan Jaringan 
Komunikasi dan Informasi

Jumlah sistem teknologi 
informasi di Sekretariat 
DPRD yang dikembangkan 
dan dipelihara

2 paket  -  - 1 paket 2 paket 2 paket 2 paket - 2 paket - 2 paket 100%            201.255.000 

34 Fasilitasi dan Evaluasi Penanganan 
Pengaduan Unit Pelayanan Instansi 

Jumlah dokumen laporan 
pengaduan

1 dokumen  -  - - - - 1 dokumen - - - 1 dokumen 100%            100.700.000 

35 375 advetorial/iklan  -  - 145 adv/iklan 204 adv/iklan 296 adv/iklan 375 
advetorial/iklan

145 adv/iklan 277 adv/iklan 320 adv/iklan 510 adv/iklan 136%         2.790.840.000 

5 talkshow  -  - 1 talkshow 3 talkshow 4 talkshow 5 talkshow 1 kali - - 1 kali 20%
4 kegiatan 

HPN/PHBN
 -  - 1 kegiatan 2 kegiatan 3 kegiatan 4 kegiatan 

HPN/PHBN
- - - #VALUE!

36 Penyusunan dan Penerbitan 
Buletin, Profil DPRD dan Liflat 
DPRD

Jumlah media cetak untuk 
mempublikasikan kegiatan 
DPRD

6 jenis  -  - 2 jenis 2 jenis 4 jenis 6 jenis 1 jenis 3 jenis 5 jenis 8 jenis 133%            502.330.000 

37 Peningkatan Hubungan Kemitraan 
DPRD dengan Wartawan

Jumlah pelaksanaan 
kegiatan Kemitraan antara 
DPRD,
Sekretariat DPRD dan 
W t

1 kali  -  - - 1 kali 1 kali 1 kali - - - 1 kali 100%            779.076.000 

38 Orientasi Kehumasan dan 
Jurnalistik'

Jumlah pelaksanaan 
orientasi kehumasan dan 
jurnalistik
yang diikuti

2 kali  -  - 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 1 kali - - 1 kali 50%            164.160.000 

39 Penyediaan Informasi Bahan 
Bacaan dan Peraturan Perundang-
undangan

Jumlah bahan bacaan dan 
peraturan perundang-
undangan

15 jenis  -  - 4 jenis 7 jenis 12 jenis 15 jenis 2 jenis 9 jenis 10 jenis 17 jenis 113%            436.112.000 

40 Sosialisasi Peraturan Perundang-
Undangan

Jumlah kegiatan sosialisasi 
peraturan perundang-

100 kegiatan  -  - - 25 kegiatan 25 kegiatan 100 kegiatan - 49 kegiatan - 99 kegiatan 99%         2.853.580.000 

41 Protokoler Kegiatan DPRD Jumlah dokumen laporan 
protokoler kegiatan DPRD

1 dokumen  -  - - - - 1 dokumen - - - - #VALUE!            118.325.000 

   capai pada Triwulan sebelumnya

Peningkatan Peran dan Fungsi 
Panitia Khusus DPRD

Jumlah Panitia Khusus 
DPRD dan jumlah dokumen 
laporan kegiatan panitia 
khusus

Penyebarluasan Informasi Kegiatan 
DPRD

Jumlah berita dan informasi 
yang dimuat di media massa

         

5.355.466.000,00

   
  

  
   

  

Peningkatan Peran dan Fungsi 
Badan Kehormatan DPRD

Jumlah dokumen laporan 
kegiatan Badan kehormatan
DPRD

Gresik, 28 Oktober 2020
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